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1.

IBUKOTA JAKARTA,

bahwa persyaratan kelengkapan dokumen dalam rangka
pelayanan pemungutan Pajak Daerah telah diatur dalam Peraturan
Daerah dan/atau Peraturan Gubemnur sesuai dengan muatan
materi Pajak Daerah;

bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan
untuk  menjalankan prinsip kehati-hatian dalam memberikan
pelayanan pemungutan pajak Daerah maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak tentang Persyaratan
Administrasi Tambahan Dalam Rangka Pemungutan Pajak Daerah;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah,

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hiburan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015;

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak
Penerangan Jalan;

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir,
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran,
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame,

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK TENTANG
STANDARDISASI PERSYARATAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Standardisasi Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pelayanan
Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Kepala Dinas ini.

Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah mengakomodasi
standardisasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
diktum KESATU.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2015

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK

/e < PROVINS| DKl JAKARTA,
l'|j W

\AGUS BAMBANG SETIOWIDODO
2 NIP- 19581205 198112 1001
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Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak

Provinsi DKI Jakarta

2927 TAHUN 2015
23 Nopember 2015

STANDARDISASI PERSYARATAN ADMINISTRASI PELAYANAN PAJAK DAERAH

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU

1. Surat Permohonan tertulls dan Wajlb Pajak/dikuasakan

2. Forokopl KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa

3. Surat Kuass dass Wajib Pajak {Apabila dikuasakan)

4. SPOP dan LSPOF diisi dengan benar, jelas, lengkap dan daandatangani

.v
mT:&._n.«n.‘.u._»un:ab.n&u_ua,n:mrn.,n
7. Surat Keterangan Lurah (PM.1)

8

Fatokopi Sertifikat Tanah atau Surat Kavling/Girik/lainrya dilengkapi Surat Riwayat Tanah dan Penguasaan Fisik

Fotokops SPPT PRB Tetangga (jika ads) optional
9. Fotokopi Akte Jual Beli/Hibah/\Waris optional
10, Fotokopi SSPD BPHTE yang sudah disahkan dan dwvalicasi oleh Petugas UPPD optional
11. Fotokops lin Mendirikan Bangunan/lzin Ponggunasn Bangunan optional
PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BANGUNAN
1. Surat Fermohonan tertulis dari Waph Pajav)/dikuasakan
2. Fatokopi KTP Pemberl kuasa dan Penerima kuasa
3. Surat Kuasa darl Wapb Pajak (Apabila dikuasakan)
4. SPOP dan LSPOP diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangan
5. Forokopi Sertifikat Tanah atau Surat Kavling/Girik/lainnya (dengkapi Surat Riwayat Tanah dun Penguasaan Fisik
B. SPPT PEB-P2 AsE tahun berjalan
7. Tidak evemiliki turggakan PEB P2 tahun-tahun pajak sebelumnya
5. Fotowopl Akte Jual Beli/Mibah/Waris opticnal
S, Fotokogpi SSPD BPHTE yang sudah tisahkan dan divalidas: oleh Petugas UPPD optional
|10, Fotokopl kxin Mendirikan Bangunan/lrin Penggunasn Bangumarn optional




PEMBETULAN
1. Surat Permaobonan tertulis darl WEIb Pazak/dikuasakan
2. Fotokopi KTP Pemberi kuasa dan Penerima koasa
3. Surat Xuasa darl Wajib Pajak (Apabila dikuasakan)
4. SPOP dan LSPOP diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani
Y. Forokopi Sertifikat Tanah atau Bukti Kepemilikan lain
SPPT PRB-P2 Asli tahun berjalan
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7. Tidak memilila tunggakan PE8 P2 tahun-tahun pajak sebelumnya

8. Fotokopd Akte Jual Bely/Hsbah/Waris

9. Folokop SSPD BPHTE yang sudah disahkan dan divalidasi ofeh Petugas UPPD
10. Fotokopi Lein Mendickan Bangunan/izn Penggunaan Bangunan

optonal
optional
optional

PEMECAHAN

1. Surat Permohanan tertulis darl Wapb Pajak/dikuasakan

2. Fotokopl KTP Permmberi kuasa dan Penorima kuasa

3. Surat Kuasa dan Wajib Pajak (Apabila dikuasakan)

4, SPOP dan LSPOP diisi dengan benar, jelas, lengkap dan dtandatangan
. Fotokopi Sentilikat Tanah atau Buktl Kepemilikan lain

SPPT PBA-P2 Ash tahun berjalan

Tidak memiliki tunggakan PB8 P2 tahuntahun pajak sebelumnya
Surat Keterangan Lurah (PM,1)

9. Forckopi Akte Jual Beli/Hibah/Waris

10. Fotokopi SSPO BPHTE yang sudah disahkan dan divalidasi oleh Petugas UPPD

R ]

11. Fotokopi lzin Mendinkan Bangunan/12in Penggunaan Bangunan

optiona
optiona

optional

BALIK NAMAIMUTAS! SELURUHNYA

1. Surat Permohonan tertulis dari Wajlb Pajak/dikuasakan

Fotokopi KTP Permnberi kuasa dan Penerima kuasa

3. Surat Kuasa darn Wajib Pajak (Apabila dikuasakan)

SPOP dan LSPOP diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangan

"

i

w

Fotokopi Seniticat Tanah atau Buktl Keper
SPPT PES-P2 Ash tahun berjalan

Tidak merr

B

~

ki lungpakan PRB P2 tahun-tabun pajak se

A Fotokopi Akte Jual Bell/Hibah/Waris

9. Fotokop SSPD BPHTE ¢ disahkan dan divaldas! oleh Petugas UPPD

10 fotpkopi loin Mendinkan Ba 1an/izm Pengpunasan Bangunan

opsional

optional




PENGURANGAN SYARAT FORMAL -
1. 1 {satu} surat permohonan untuk 1 {satu) SPPT stau SKPD PRE-P2 dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarmya persentase dan alasan yang jelas dan ditandatangani Wajib Pajak/kuasanya;
2. Surat kuasa jika dikuasakan;
3. Fotokopl SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
4. Diajukan dalam jangka waktu:
* 3 |tuga) bulan techitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
* 1 {satu) bulan techitung sejak tanggal diterimanya SKPD PEB-P2;
* 1 {satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputiusan Keberatan PEB-#2,
* 3 [tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
* 3 (tiga) bulan terhitung sejsk tanggal terjadinya sebab Lain yang luar biasa, kecush spabila wajlb pajak dapat
menunjuiican bahwa datam jangks waktu tersebot tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
5. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak sebelumnys

6. Surat pernyataan tidak mengajukan keberstan atau banding

PENGURANGAN SYARAT MATERIAL

Waijib pajek orang pribadi berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBS-P2 sulit dipenuhi
1. Fotokapi KTP;

2. Fotokopl Kartu Keluarga;

3. Fotokopi bukt slip gaji;

4. Fotokopl SPT PPh tahunan Orang Pribadi

Fotokopi rekening tagihan listrik, air gan/atau telepon; dan

)

D)

Laporan keuangan atau pencatatan penghasilan (jika ada)

PENGURANGAN SYARAT MATERIAL

Waijib pajak orang pribadi berpenghasdan rendah yg NXOF/m2 meningkat krn dampak pembangunan
1. Fotokopi KTP;

2. Folokopi Kartu Keluarga,

1. Forokopi bukti slip gag;

4 Forokopl SPT PPh tahunan Orang Pribadi,

5. Lapocan keuangan atau pencatatan penghasilan (jika ada)

6, Fotokopl rekening tagdhan listrik, ar dan/fatau telepon, dan

~

Surat keterangan darl Lurdh yang menerangkan adamya pembangunan frk oleh Permerintah Pusat/Daesah

an linghungan dan dampak positif pembangunan




PENGURANGAN SYARAT MATERIAL
Permohanan pengurangan yg diajukan wallb pajak badan yg Ba.u.mu.._u:.. kerugian dan kesulitan likuiditas
Fatokopi KTP pengurus;

Fotokopl putusan pailit {jica ada);

Fotokopi laporan keuangan minimal 3 [tiga) tahun terakhir;
Fotokopt SPT tahunan PPh 1shun pajak sebelumnya;

b w N -

PENGURANGAN SYARAT MATERIAL

Permohanan pengurangan yang diajukan SO Swasta, SMP Swasta, SMA Swasta dan sederafat, PTS dan Pendidikan Informal
1 fotokopl Akta pendirian dan perubahan

2. Fotokopi KTP identitas wajlb pajak/pemohon;

Laporan kouangan yang telah di audit |

5w

Laparan penerimaan dan pengeluaran rutn ;

PENGURANGAN SYARAT MATERIAL

Permohonan pengurangan yang diajukan RS SwastalPSM dan RS Swasta Pemos yang bukan IPSM

1. Folokopi Akta pendirian dan perubahan ;

Fotokopt XTP identitas wajibpajak/pemohon;

Surst Penunjukan / Ponetapan Rumnah Sskit sebagal peserta Kartu Jakarta Sehat |¥1S) dari Dinas Soslal.

Daftar total jurmish kamar dengan keterangan nnci per kelas

& wN

PENGURANGAN SYARAT MATER
Permohonan Pengurangan PRB-P2 atas Lapangan Golf
1. Fotokopl Akta pendinian dan perubahan,

2. Fotokopi XTP identitas wajb pajak/pomohon atau kuasianya

3. Fotokops lanskap selurvh areal lapangan golt

4. Perhitungan luas RTH berupa pepohonan dan/atau sungal dan/atau danau dan/atsu bunker
dan Mau sreal berpasir

PENGURANGAN SYARAT MATERIAL

Permahonan Pengurangan PRE-P2 Cagar Budays, Kawasan Suaka Alam & Kowasan Pelestarian Alam
1. Fotokopi Axia pendinan dan perubaban;

2. Fotokopt KTP identitas wajib pagak/pemohaon atau kuasanya

3. Forakop Sweat Tanda Tordaftar

wuntan Cagar Budaya atauw KSA atau




KPA dasi instansi yang beswenang;
4. Fotokopl Lanskap areal/kawssan Bangunan cagar Budaya stsu K5A dan/atau KPA;
5. Foto Bangunan Cagar Budaya atau KSA dan KPA; o
6. Foto tempat penangkaran floraffauna yang memiliki keunikan tertentu,

KEBERATAN SYARAT FORMAL
besarnya persentase dan alasan yang jelas dan ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanys;
2. Fotokopi SPPT atau SKPD PRR-P2 ;
3. Diajukan dalam jangka waktu
* 3(tiga) butan terhitung seiak tanggal diterimanya SPPT, kecuall apabila wajib pajak dapat menunjukian bahwa
dalam jangka waktu tersabut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di buar kekuasaannya
* 1 {satu) bufan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2,
4. Lunas PES-P2 tahun pojak berjatan dan tidak memiliki E:mn;f: PE8-P2 tahun pajak sehelumnya

KEBERATAN SYARAT MATERIAL

Wajib pazak orang peibadi

1. Fotokopi XTP Wajib Pajak

2. Fotokopt Karty Keluarga untuk waris

3. Surat Kuasa Penunjukkan salah satu ahil wasrks yang diketahui oleh pejabat sekurang-kurangnya Lurah
4. Forckopi Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan sast ini yang diakul

5. Fotokopi lzin Mendirikan Bangunan/Izin penggunaan bangursan {jfa ada)

KEBERATAN SYARAT MATERIAL

Wajib Pajak Badan

1. fotokopi identitas Pengurus atau Direksi atau yang iuasakan

2. Fotokopi Axta Pendirian/Perubshan

3. Forokopt Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan sast inl yang diakul

4. Dokumen lain yang berhubungan dengan alasan pengajusn keberatan
5. Fotokop [ Mendirlkan :::wc...u?:::.“.vmwm.mc__ou: bangunan

PEMBEBASAN
Permbebasan PAB-PZ yang disita oleh Instarsi Penegak Hukum

1. Surat Permohonan tertulis dan Wajib Pajak/disuasakan atau Instans) penegak hukum deserta alasan

2. Fatokopl Becita Acare Penyitaan




PEMBEBASAN

Permbebasan sebagian PEE-P2 kpd Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Xemerdekaan,

Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presicen, Mantan Gubernur

dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan THI/POLRI serta Pensiunan PNS atau Janda/Dudanya :

1. Fotokopi KTP

2. Fotokopl Kartu Tanda Anggota Veteran/Fotokopi SK Pengakuan, Pengesahan (an Penganugerahan
Gelar Xehormatan dan pejabat yang berwenang.

3. Fotokopi SK Pengangkatan/Pemberhentian sbg Presiden/Wakil Presiden & Gubernur/Wakll Gubernur

4. Forokopi Surat Keputusan sebagai purnawirawan TNI/POLRI/penssun Pegawal Negeri Sipil;

5. Fotokopl Surat Keterangan Kematian,

6. Fotokopi SPPT dan Lunas PBB-P2 *m.n..x memiliki tunggakan PRB-P2 tahun-tabun pajak sebelumnya)

e

PEMBATALAN

1. Surat Permohaonan tertulis dar Wajib Pajak/dikuasakan duertai alasan pembatalan

2. Forakopi KTP Permberi kuasa dan Penerima kuasa

1, Agli SPPT dan Lunas PRB-P2 (tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak sebelumnya)

4, Fotokopi Sertifikat Tanah/oukti kepemilikan saat inl yang diakuw

5. Surat Keterangan dari instansi terkait dengan alasan pembataan

{contal : pembebasan oleh pemda uf waduk dikeluarkan v.ad. Dinas Pertamanan & vnan.wm.._,.u: dsb)

RESTITUSI

1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pagak

2. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya jika dikuasasan

3. Surat Xuasa jika dikuasakan

4. Fotokoni Surat Ketetapan Pajak Dacrah, Surat Keputusan Pemborian Imbalan Bunga PFajak Daerah,
Surat Tagihan Pajak Dacrah Surat Permberitahuan Pajak Terhutang PEB-P2, Putusan Keheratan atau
Putusan Banding yang terkait;

5. Perhitungan pajak terutang menurut Wajib Pajak

6. Nomar rekening Wajpty Pajax

7. Bukti pembayaran Pajak Daerah dan bukti transfer apabila pembayaran dilakukan melalul transfer bank

PEMINDAHBUKUAN

1. Surat permohanan

]

2. Fotokopi KYP Pemnahon

1 Fhka dikuasaan @ a, Surat kuasa bermeterai ) b, KTP penerima kuass
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4. Fotokopi SPPT atau ast buktl Pbk jika Pbk dilakukan atas Pbk yang pernah dilakukan;

5, Ashi bukti pembayaran jika melalul transfer;

6. Fotakopi SPPT PBA-P2, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah

Surat Tagihan Pajak Daerah Surat Pemberitshuan Pajak Terhutang PBE-P2, Putusan Keberatan atau
Putusan Banding yang rerkait

7. Fotokopl identitas pibak penerima Pok, dalam hal Pbk ditujukan kepada Wajsb Pajak lain;

8. Surat pernyataan Wajib Pajak bermetorai cukup, yang menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan
jika kelebihan permbayaran pajak daerah miliknya dipindahbukukan untuk Waijib Pajak Daerah lain
dan/atau objek Pajak Daerah lain,

9, Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap kefebihan pembayaran pagak
belum pernah disjukan permohonan Pbk

PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
1. Surat Permohonan tertudis dan Wallb Pajak/dikuasakan

* paling lambat 7 {tujuh) bari sbim jatuh tempo pembayaran untuk SKPD, SPPT P8B-PZ, SKPDKH,

SKPDKET, STPD, SK Pembetulan, SK Keberstan

* paling lambat 30 hari setelah diterimanya Putusan Banding/Peninjauan Kernbali Mahkamah Agung
2. Fotokopl SKPD/SSPPT PRB-P2;
3. Faotokop KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa
4. Fotokops SKPDER/SKPOKET/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surst Keputusan Keberatan

atau Putusan Banding/Peninjauan Kemball Mahkamah Agung:
5. Surat Kuasa dan Wajith Pajak {Apabila dikuasakan)
6. Surat Pernystaan Kesanggupan bermetoral cukup untuk memenuhil pembayarin secars angsuran

Jpenundaan beserta bunga sebesar 2% per bulan;
7. Surat Pesnyataan besmetecal cukup yg menyatakan tidak memiSi tunggakan pajak tahun sebelumnya
8. Dalam hal wajib pajak Badan, permohonan angsuran yg disebabkan oleh kesulitan keuangan/likviditas,
melampirkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Akuntan Pubiik;
9. Xeputusan Pengadilan dalam hal pasiit.

S

SALINAN SPPT PBB-P2
1. Surat Permohonan tertudis dar Wajib Pajak/dkuasakan
2. Fotokopi KTP Wayib Pajak

1. Surat Xusss dart Wagib Palak (Apabila dikuasakan)
4. Fotokog! KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa

5. Fotokop SPPT PEB-PZ Tahun sebelumnya

I=)

Lunas FAB P2 tahun pejak berjalan dan tidsk 1 ki tunggakan PEB-P2 tahun-tahun pajak sebelumnya




SURAT KETERANGAN NJOP PBB-P2

1. Surat Permohanan tertulis dard Wajib Pajak/dikuasakan
2. Fotokop! KTF Wajib Pajak

3. Surat Kuasa dari Wajlb Pajak {Apabila diouasakan)

4. Fotokopi KTP Pemberi kussa dan Penesima kuasa

S. Fotckopi SPPT PBB-P2 Tahun sebefumnya

6. Lunas PBB-P2 tahun pajak berjalan dan tidak memilikl tunggakan PEB-P2 tahun -tahun pajek sebelumnya

BEA PEROLEHAN HAK ATAS
BUMI DAN/ATAU BANGUNAN

PENGURANGAN BPHTB

Untuk Rusun, Rusun Sederhana dan RSS @
1. Bukti kepemilikan nusun

2. Bukti pembayaran PPh

3. Buktl pembayaran BPHTBE

4. SPPT PBB tahun berjalan

u—

Surat pernyataan peralehan rumah dan pengembang

PENGURANGAN BPHTB

WP Badan yang menguasai lahan selain Hak Pengelolaan Lahan
1. Akta pendirian dan perubahannya

. Surat pernyataan atau ket darl pejabat pemerintah setempat

~N

Keputusan Kanwil BPN mengenai pernberian HGB atau hak lainnya
. Bukti pembayaran 8PHTH

SPPT PBS tahun berjalan

6. Bukti pernbayaran SPPT PBB S th terakhis

W o w

PENGURANGAN BPHTB

WP yg memperaleh hak atas tanah melalui permbedian dr hasil gantl nugl pemerintah di bawah NIOP PR3
1. Surat ket hasil ganti rugh dr pemerintah

AJB

Identitas din

4. Bukti pembayaran SPPT PE8 5 th terakhir

"o

(-

PENGURANGAN BPHTE

WP yg memp hak atas tanah shg penggant ta

ah yg tehaskan pemerintah utk kepentingan umam

1. Surat keterangan pengeantian atss tanah oleh pemerintal




JENIS PELAYANAN

PERSYARATAN DOKUMEN
3 3

KETERANGAN

2. Surat kavling atas tanah atau srt sejenisnya
3. Mentitas din =
4. Bukti pembayaran SPPT PBE 5 th terakhir

PENGURANGAN BPHTB

Tanah dan/atau bgn yg digunakan kepentingan sosial atau pendidikan :
1. Akta pendirian dan perubahannys

Surat izin usaha dr instansi beswenang

Surat keterangan atas tanah dan/atau bangunan yg digunakan kepent social stau pendidikan dr pejabat setempat
Identitas diri
Bukti pembayaran SPPT PBB 5 th terakhir

V& WwWw

PENGURANGAN BPHTB

WP OF fbadan yg memp HPL selain kementerian, lembaga pem non kementerian, pemproy, perumnas
1. Akta pendirian dan perubahannya

2. SX HPL dan instansi di luar kernenterian, lembaga pemerintals non kementerian, pemerintah provins
lembaga pemenniah lannya dan perum perumnas

3, Akta notars atau PPAT

4. Wentitas dinl

5. Bukti pernbayaran SPPT PBR S th terakhir

VALIDAS!I BPHTB

1. Ask dan/atau FC SSPD BPHTE yang telah dibayar
FC KTP Penerima Kuasa

FC KTP Penjusl dan pembedi

Surat Kuasa dan Wa|ib Pajak

% FCSPPT PBS atau Bukti Pembayaran

o W

6. FCSertifikat Tanah dan Bangunan

7. Lunas Tidak memaliki tunggakan PEE-F2 tahun-tahun pajax sebelumnya
E. FC AJB/Risalah lelang/Akta hivah/Aktas pengalinan

9, Surat Pernyataan Transaksi Penjual dan Pembeli

100 FCNPWP

11 FC Akta Kelahiran dalam hal waris dan hibah

12, FC Surat Keterangan W

11, FC Kartu Keluarga |[KX) ¢

umt hal warls

optional
optional

optional
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14, Foto Objek Pajak
15. FCSSP-PPH Final -
16. FC Izin Mendirikan Bangunan/izin Penggunaan Bangunan

optional
optional
optonal

PEMBETULAN DATA SSPD BPHTB

1.  Surat Permohonan tertulis dan Wajib Pajak/dikuasakan

2. FCETP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa

FC SSPD BPHTE

Menunjukkan ash SSPD BPHTE yang telah dibetulkan
Surat Kuasa Wagib Pajsk

v e w

RESTITUSI BPHTB

1. Surat permobonan
2. FCKTP Pemohon

. Jika dikuasakan

A, Surat kuasa bermeteras

[

b KTP penenima kuasa
4. Perhitungan pajak menurut WP
5. Ketetapan pajak yang menjadl dasar perrmohbonan
6. Fc bukti pembayaran pajak
7. Fe bukti dari bank bda pembayaran mefahul transfer
8. FcSPTPD

PEMINDAHBUKUAN BPHTB
1. Surat permabonan
2. Fc KTP Pemohon
3. Jika dikuasakan :
a. Surat kuasa bermeteral

b. KTP penenma kuasa

SSPD lembar ke-1), atau ash buktl Phk |k Phk ditakukan atas Pok yang pernah dilak
5. Asli bukti pembayaran jika melalui transfer;

6. Ketetapen pajak y

7. Fotokop! ident 0 Pajak Lain

rmeteral cukup, yang menyatakan bahwa dir 2 tidak ke

whan pembayaran pajak daerah r

bk untuk Walib Pajax isin

itan |ika




9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terbadap kelebihan pembayaran pajak
bedum pernah diajukan un«:..oJOdE.._ P
10.Dokurnen lain yang terkalt. (KTP penerima Pbi, akta pecusahaan)

PAJAK HOTEL

PENDAFTARAN OBJEK BARU
1. SPOPD

FC KTP Permmohon

G dikuasakan

“w !‘J

a. Surat Kuasa Bermeteral

b. KTP Penerima Kuasa

Fc akta pendirian dan perubahannya untuk badan

NPWP

Fc SIUP/SITU

Fc Surat izin domisill

SPPT PAB dan bukti pembayaran tahun berialan | Jika ada)

I:rwgr-wp

optionad

PENGHAPUSAN OBJEK PAJAK
Surat permohonan

FCXTP Pernahon

I3 ckuasakan

N

-

a. Sural Kuasa Bermeteral

b, KTP Penerima Kuasa

SPTPD dan S5PD masa pajak sebelum dgihentiean usahanya

Rekapitulasi penggunaan bon, struk/dolumen Lain yg berbubungan uf masa pajak sbien dihentikan usshanya

ol oK%

Surat pernyataan bermeterai yang menyataksn tidak memilikl utang pajak

Surat permyataan bermeterai yg menystakan bersadia diakukan pemarikssan dim rangka penghapusan NFWPD
Asll NOPD/NPWPO
9. Keputusan pailie (jika sda)

PENGURANGAN POKOK

1. Surat Permohonan tertulis dari Wajity Pajak/kuasa

=]

2. Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa
3. Surat Kuasa ashh hermaterai

4 Fe SK Pengurangan tahun Sebelumnya

15 SKPOKB/SPPT/SKPDKBT/STP

6. Fc Karty Kelugrga 'Wajlb Pajak (\Wapih Paak perorangan)

optiona

opliona
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PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI HOTEL

Buktl pencatatan mmeran a0 [PAT)

1. Surat Permohonan tertulls darl Walib Pajak /dikuasakan
2,  Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa
3. Surat Kuasa bermeteras
4, Surst Ketetapan Pajak Daerah atau yang dipersamakan
6, o Kartu Keluarga Waijib Pajak (Wajib Pajak perorangan) optional
KEBERATAN
1 Surat Permohonan lermulis dan Wajb Pajak idkuasakan
2. Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa
3. SKPD atau yang dipersamakan
4. Surat pernyataan akan metunasl yang dsetujui oleh WP
S.  Bukti setocan Pajak Daerah yang tedah disetujul
6. Fc Kartu Keluarga Wallb Pajak (Wajib Pajak perorangan) optional
PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
1. Surat Permohanan tertulis dar Wajib Pajak/kuasanya beserta slasan
2. Fc KTP Wapb Pajak dan kuasanya jika dikuasakan
3. Surat Kuasa asli bermaterai
4. Rinclan angsuran yang dimohonkan
5. Bukti pembayaran SSPD masa pajak bersangkinan
B Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (Wajib Pajak perorangan) optiona
RESTITUSI
1. Surat permohonan
2, FcKTP Pemohon
3. lika dikuasakan
a. Surst Kuass Bermeterai
b. KTP Penerima Kuasa
4. Perhitungan pajsk menurut WP
5. Ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan
. Fc bukti pembaysran pajek
7. Fc bukzi dart bank bila pembayaran melals transfer
B. FcSPTPD




&~

10. Fc faktur, STNK dan BPKS (PXY dan BENKE)
11. Fc Kartu Keluarga Wagib Pagak _na.o.o.uaﬁ.a_.._
12. Fc Akta Pendirian/Perubahan (Badan Usahal

optional
optional
optional

PEMINDAHBUKUAN

1. Surat permohanan

2. FcXTP Pemobon

3. FSika dikuasakan :
2 Surat Kuasa Bermeteral
b. KTP Penerima Kuasa

Asli bukti pembayaran jika melalui transfer;
Ketotapan pajek yang menjadi dasar permohonan

S

permahonan Pbk

4. Asli SSPD (lembar ke-1), atau ash bukti Pbk jiks Pok dilakukan atas Pbk yang pernah dilakukan;

Fotokops identitas pihak peneriena Pbk, dalam hal Pbk ditujukan kepada Wagb Pajak lain;
Surat pernyataan Wajib Pajak bermeterai cukup, yang menyatakan bahwa dirlya tidak keberatan jika kedebiban
pembayaran paiak daerah miliknya diPbi untuk Wajib Pajak lain;

9. Surat pernyatzan bermeteral cukup yang menyatakan bahwa terhadap kesebihan pembayaran pajak belum pernah dajukan

10, Dokumen lain yang terkait. (KTP penerima Phk, akts perusahaan)

PERPORASI BON PENJUALAN (BILL)

1. Surat parmohanan

2. Fc KTP Pemohon

3. Jika dikuasakan :

a. Surat Kuasa Bermeteral

b. KTP Penerima Kuasa

4 Daftar bon penjualan yang akan deperporasi
L

5, Ban penjualan yang akan diperporas

—

BEBAS PERPORASI
1. Surat permehonan
2. Fc KTP Pemohon

Jika uasakan

w

a. Sural Kuasa Bermateral

b, KTP Penenma Kuasa

4. Surat pernyataan bermeteral yang menyatakan |

wWa




a, WP tetap menyelenpparakan permnbukuan
b. WP bersedia disambungkan online dgn sistem informasi yang dirmniliki oleh Dinas Pelayanan Pajak
5. Menyebutkan spesifikasi & sistem / mesin transaksi pembayaran meliputi jenis, tipe, tahun pembuatan,
wajib menyimpan memorl data transaksi paling kurang 5 tahun, dan mekanisme kerja sistem pengendali internet.

PAJAK RESTORAN

PENDAF TARAN OBJEK BARU
1. SPOPD

2. FcKTP Pemohon

Jika dikuasakan :

a. Surat Kuasa Bermeterai

-

b. KTP Penerima Kuasa

Fc akta pendirian dan perubahannya untuk badan
NPWF

Fc SIUR/SITU

Fe Surat izin domisili

® - b

SPPT PBB dan bukti pembayaran tahun berjatan { ka2 ada)

optional

PENGHAPUSAN OBJEK PAJAK
Surat permohonan

2. Fc XTP Pemohon

3. lika dikuasakan |

—

a. Surat Kuasa Bermeteérs

b. KTP Penerima Kuasa

SPTPD dan SSPO masa pajak sebelum hentikan usahanya

Rekapitulasi penggunaan bon, struk/dokumen lsin yg berhubungan u/ masa pajak sbim dibentikan usahanya
Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak memiliki utang pajok

N oV S

Surat pernyataan bermeterai yg menyatakan bersedia dilakukan pemerikssan dim rangka penghapusan NPWPD
Asll NOPO/NPWPD
9. Keputusan pailit {jika ada)

™

optiona

PENGURANGAN POKOK
1 Swrat Permohonan tertulis dan Wajib Pajak/kuasa
2. Fc KTP Pember) kuasa dan Penerima kuasa

3. Surat Kisasa ash bermaterai

4. Fc SK Pengurangan tabun Sebelumnya

S, SXPDKB/SPPT/SKPDKBT




PENGURANGANPENGHAPUSAN SANKSI

<

(PAT)

Busl pencatalan metaran ar

1. Surat Permohonan tertulis darl Wajib Pajak /ddcuasskan
2. FCKTP Pernber kuasa dan Penerima kuasa .
3. Surat Kuass besmetersi
4.  Surat Ketetapan Pajak Daerah atau yang dipersamaksn
5. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (WP Perorangan) optianal
KEBERATAN
1. Surat Permahonan tertulls dari Wajib Pajak /dikuasakan
2, Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa
3. SXPD atau yang dipersarmakan
4. Surat pernystaan akan melunasi yang disetujul oleh Wi
5. Bukti setoran Pajak Daerah yang telah disetuju
6. Fc Kartu Keluargs Wajib Pajak (WP Perorangan) __optional
PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
1. Swat Permohanan tertulis dari Wajib Pajak/kuasanya beserns alasan
2. Fe KTP Wajib Pajak dan kuasanys ks dikuasakan
3. Surat Kuasa asli bermateral
4. Rincian sngsuran yang dimohonksn
S. Bulti pembayaran SSPD masa pajak bersangkutan
B6. Fe Kartu Keluargas Wajib Pajak (WP Perorangan) optianal
RESTITUSI
1. Surat permohonan
2. Fc KTP Pemohan
3. Jika dikuasakan
2. Surat Kuasa Bermateral
b. KTP Penerima Kuasa
4. Perhitungan pajak menurut WP
5. Ketetagan pojak yang mengadi dasar permohonan
6. Fc bukti permbiayaran pajak
{7 Fc bukti dari bank bila pembayaran melalui transfer
B Fc5PTPD
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10. Fc faktur, STNK dan BPEB (PXB dan 8BNKB)
11. Fc Kartu Keluarga Wajib Pajak (péforangan)
12. Fc Akta Pendinan/Perubahan (Badan Usaha

optional
optional
optional

PEMINDAHBUKUAN
1. Surat permobonan
2. FC KTP Pemohon
1. Jika dikuasakan
& Surst Kuasa 8ermeteral
b, KTP Penerima Kuasa
4. ASE SSPO (lembar ke-1), atau asli bukti Pbk jika Pbk dilakukan atas Pbk yang pernah dilakukan:
5. Ash bukti pembayaran jka melalus transfer;
6. Ketetapan pajak yang men|adi dasar permobonan
7. Forokop wde
8. Surat pernyataan Wajib Pajak bermateral cukup, yang menyatakan bahwa ditinya tidak keberatan jika kelebihan
pembayaran pajak daerah miliknya difbik untuk Wagh Pajak lain

13 pibak penedma Pok, dalam hal Pbk ditujukan kepada Wajib Pajak kain;

9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah disjuken
permohonan Pbk.
10. Dokumen lain yang terkait. (KTP ponerima Pok, 3k1a perusahaan)

PERPORASI BON PENJUALAN (BILL)
1. Surat permohonan
2. Fc KTP Pemohon
3. Jika dikuasakan :
3, Surat Kuass Berrmetera
b. KTP Ponerima Kuasa

1. Daftar bon penjualan yang akan diperporasi

>. Bon penjualan yang akan dperparasi

BEBAS PERPORASI
L Surat permaohonan
2. Fc KTP Pemohion

3. Jika dikuasakan

2. 5urat Kuasa Bermetera

b. KTP Penerima Kaasa




PAJAK HIBURAN

4. Surat pernyatasn bermelersi yang menyatakan bahwa |
3 WP tetap menyelenggarkan U.m:.c:»:u:
b. WP bersedia dsambungkan online dgn sistem _s_c:._&mm.,‘wrn dmiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak
5. Menyebutkan spesifikasi & sistem / mesin transaks| pembayaran meliputi jenis, tipe, tahun pembuatan,

wallb menyimpan memeori data transaksi paling kurang 5 tahun, dan mekanisme kerja sistern pengendall internet.

PENDAFTARAN OBJEK BARU
1. SPOPD

2. FcKT? Pemohon

3. S dikuosakan :

a. Surat Kuasa Bermeteran
b, KTP Penerima Kuass

—

Fe akta pendirian dan perubahanmya untuk badan
NPWP

Fc Surat izin domise

Fc SIUP/SITU

SPPY PEB dan bukti pembayaran tahun berjalan { ks ada)

W

~ e,

o

PENGHAPUSAN OBJEK PAJAK
1. Surat permohonan

2. FCXTP Pemohon

3. P dkuasakan

a. Surat Kuasa Bermeterai

b, KTP Penarima Kuasa

SPTPD dan SSPD masa pajak sebelum dihentikan usahanya

Vi o

Rekapitulasi penggunaan bon, struk/dokumen lan yg berhubungan u/ masa pajak sbim dihentikan usahanya

Surst pertiyvataan bermeteral yang menyatakan tidak memilikl utang pajak

~ &

Surat pernyataan bermeterai yg menyatakan bersedia dilakukan pernerikssan dim rangka penghapusan NFWPD
Asll NOPO/NPWPD

™

9. Yepuluian pailit (jika ads)

aptional

PENGURANGAN POKOK
1. Surat Permohonan tertulis datl Wajib Pajak/vuass
7. K KTP Pemberi kuass dan Pencorima kuasa

1 Surat Kuasa ash bermaterai

optional




q
5.

Fc SK Pengurangan tahun Sebedumnya
SKPOKB/SPPT/SKPDXBT/STP

1

LB o

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI

Surat Permohonan tertulls dari Wajib Pajak /dikuasakan
Fc KTP Pernber kussa dan Penerima kuasa

Surat Kuasa bermetaral

Surat Ketetapan Pajak Daerah atau yang dipersamakan
F¢ Kartu Keluarga Wajlb Pajak (WP Perocangan)

optional

W

KEBERATAN

Surat Permohonan tertulls dari Wajib Pagak /dikuasakan
Fc KTP Pemberl kuasa dan Penerima kuasa

SKPD atau yang dipersamakan

Surat pernyataan akan medunasi yang disetujul oleh W
Bukti setoran Pajak Daerah yang telah dsetujui

Fc Kartu Keluarga Wajib vn...r,:.k..._..w Pajak perorangan)

LA

PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Surat Permobonan tertulis darl Wajb Pajak/kuasanys beserta alasan
Fe KTP Wajib Pazak dan kussanya jika dikuasakan

Surat Kuasa asli bermateral

Rincian angsuran yang dimohonkan

Bukti pembayaran SSPD masa pajak bersangkutan

Fc Kartu Xeduarga Wapt: Pajak [\WF Perorangan)

RESTITUSI

Surat permohanan

FC KTP Pemohan

lia diogasakan

a. Surst Xuasa Bermeterai

b. KTP Penerima Kuass

Perhitungan pajak menurut WP

Ketetapan pajak yang rmenjadl dasar permohonan

FC bukti pembayaran pajak

optional

optional




7. Fe bukti dari bank bils pembayaran melslui transfer
8 FcSPTPD -

G. Bukti pencatatan meteran ar (PAT)

10, Fc faktur, STNX dan BPKB (PKB dan BENKB)

11, Fe Kartu Keluarga Wajib Pajak [perorangan)

12, Fc Ata Pendirian/Perobahan (Badan Usaha

optionsl
optional
optional
optional

PEMINDAHBUKUAN

1. Surat permabonan

2. Fc KTP Pemohon

3. lika dikuasakan :

a. Surat Kuasa Bermeteral

b. KTP Penerima Kuasa

Asli SSPD {lembar ke-1], atau ass buktl Phk jika Phi dilakukan atas Pbk yang pernah dilakukan;
Asli bukti pembayaran jika melalui transfer;

Ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan

Fotokopi identitas pihsk penerima Pbk, dalam hal Pbk ditujukan kepada Wajib Pajak Lain)

L

® ~ o

Surat pernyatsan Wajib Pajak bermeterai cukup, yang menyatakan bahwa drinya tidak keberatan jika kedebihan
pembayaran pajak daerah milikrya diPbk untuk Wajib Pajak kain;

9. Surat pernyataan bermeterad cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihian perbayaran pajak belum pernah diajukan
pormohonan Pbk.

10. Dokumen lan yang terkait [KTP penerima Pbk, akta perusahaan)

PERPORASI BON PENJUALAN (BILL)
1. Surat permobanan
2. Fc KTP Pemahon
3. Jika dikuasakan
a. Surat Kuasa Bermeterai
b, KTP Penerma Kuasa
4. Daftar bon penjualan yang s&an diperparasi

5. Bon penjualsn yang skan diperpocssi

PERPORASI HIBURAN INSIDENTAL

1. Swrat permohonan

2. FCXTP Per




3. lika ciuasakan
a. Surat Kuasa Bermeteral
b. KTP Penerima Kuasa
4, Daftar hon penjualan yang akan diperporasi
5. Bon penjualan yang akan diperporass
6. 1zin Penyelenggaraan Hiburan

PAJAK PARKIR

BEBAS PERPORASI
1. Surat permohonan
2. Fc KTP Pemohon
3. Jika dikuasakan
3. Surat Kuasa Bermeteras
b. KTP Penerima Kuasa
4. Surat pernyataan bermeteral yang menyatakan bahiwa
8. WP tetap menyelenggarkan pembukuan
b, WP bersedia disambungkan online dgn sistem informasi yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak
5. Menyebutkan spesifikasi & sistem / mesin transaksi pembayaran meliputi jenis, tipe, tabon pembuatan,
wajib menyimpan memon data transaksl paling kurang § tahun, dan mekanisme keda sistem pengendali internet

PENDAFTARAN OBJEK BARU
1. SPOPD

Fc KTP Permmohon

3. Jika dikuasakan

~

A. Surat Kuasa Bermeterai

b. KTP Peperima Kuasa
4. Fc akta pendirian dan perubahannya untuk badan
5. NPWP

6. Fc Surat izin domisill

7. Fc SIUp/SITu
B SPPT PBB dan bukti pembayaran tahun bedalan | jika ada)
PENGHAPUSAN OBJEK PAJAK

1. Surat permobonan

2. FCKTP Permohon

1. P dikuasahan

optional




2. Surat Kuasa Bermeteral
b, KTP Penerima Kuasa
SPTPD dan SSPD masa pajak sebelum dihentikan usahanya

Rekapitulasi penggunaan bon, struk/dokumen lain yg berhubungan u/f mass pajak sbim dihentlkan usahanya

Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan ticak memiliki utang pajak

Surat permyataan bermeterai yg menyatakan bersedis dilakukan pemeriksaan dim rangka penghapusan NPWPD

Asli NOPD/NPWPD
Keputusan padlit [jika ada)

optional

| Gl o o

PENGURANGAN POKOK

Surat Permohonan tertulis dari Waph Pajak/kuasa
Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa

Surat Kuass asli bermaterai

F¢ SK Pengurangan tahun Sebelumnya
SKPDXB/SPPT/SKPDKBT/STP

'J'hu-'d

PENGURANGANIPENGHAPUSAN SANKSI

Surat Permohonan tertulis darl Wajlb Pajak fdscouasakan
Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa

Surat Kuasa bermeteral

Surat Ketetapan Pajak Daerah atau yang dipersamakan
Fe Kartu Keluarga Wajib Pajak (WP Perarangan)

2

oW

Lol

1

2

options

KEBERATAN
1,

Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /dikuasakan
Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa

SKPC atau yang dipersamakan

Surat pernyataan akan melunasi yang disetujui oleh WP
Buktl setoran Pajak Daerah yang telah disetujul

Fe Karnu Keduarga Waph Pajsk

jib Pajak perorangan)

PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Surat Parmahonan testuls darl Wagsb Pagak/kuasanya boserta alasan
Fc KTP Wajib Pajak dan kussanya jika dikuasakan

Surat Kuasa ask bermateral

optional




4, Rincian angsuran yang dimohankan
S. Bukti pembayaran SSPD masa _,.w:.x bersangkutan
Fc Xartu Keluarga Wajib Pajak (WP Perarangan)

.c-

optianal

RESTITUSI
1. Surat permohonan
2. FCKTP Pemohon
3. Jia dikuasakan :
2. Surat Kuasa Bermeteral
b. KTP Penerima Kuasa
4. Perhitungan pajek menurut WP

¥

Ketetapan pajak yang menjadi dasar permabonan
Fe bukti pembayaran pajak

Fr bukti dart bank bila pembayaran melaloi transfer
Fc SPTPD

9, Bukti pencatatan meteran air (PAT)

10. Fe 1aktur, STNK dan BPXE (PX8 dan BENKB)

11. Fe Kartu Keluarga 'Waph Pajak [perarangan)

® ~ o

12 Fc Akta Pendirian/Perubahan (Badan Usaha

optional
optional
optional
optional

PEMINDAHBUKUAN
1. Suwrat permabanan
Fe KTP Pemohon

woN

Jika dikuasakan :

a. Surat Kuasa Bermeterai

0. KTP Penenma Kuasa

4. Asli SSPD (lembar ke-1), atau

i bukti Pbk jika PLk dilakukan atas Pbk yang pernah dilakakan;

[

Asli bukti pembayaran |ika melatul ransfer;

6 Ketetapan pajak yang menjadi dasar permohbanan

~

Fatokop dentitas pihak penerima Pok, dalam hal Pok dituukan kepads Wajib Pajak lain,

8  Surat pernyataan Wajib Pajak bermeteral cukup, yang menyatakan bahwa dirinya tdak keberatan jka keletihan
pembayiaran pajak daerah miliknya diPbk untuk Wajib Fajak lain;

9. Surat pernyataan bermeteral

ip yang monyatakan bahwa terhadap kefebihan pembayaran pajak Delum perna ukan

permohanan Phk

10. Doxumen lain y

£ teskaait. (KTP pener

a Pbk, akta perusah




PERPORAS! BON PENJUALAN (BICL)
1. Surat permohonan
2. FC KTP Pemohon
1. lika dikuasakan
3. Surat Kuasa Bermeterai
b. KTP Penerima Kuasa
4. Daftar bon penjualan yary akan diperporasi
5. Bon penjualan yang akan diperporasi

S

BEBAS PERPORASI
1. Surat permphonan
2. Fc KTP Pemohon
3. Jéa dwuasakan :
a. Surst Kuasa Bermeteral
b, KTP Penerima Kuasa
4. Surat izin usaha darl FTSPS dinas terk

5. Surat pernyataan bermetera yang menyatakan babwa
a. WP tetap menyelenggarkan pembukuan

b, WP bersedia disambungkan online dgn sistem informasi yang duniliki ofeh Dinas Pelayanan Pajak
6. Menyebutkan spesifikasl & sistaom / mesin transsksi pembayaran meliputi jenis, tipe, 1ahun pembuatan,

waiil menyimpan memori data transaksi paling kurang 5 tahun, dan mekanisme kerja ssstem pengendali intermet

PAJAK REKLAME PENDAFTARAN REKLAME BARU

Reklame papan/billboard/videotran/megatron/LED//kain dan seje
| SPOPD

2 Rekormendasi darl BRTSE/PTSP

3 £ KTP Pemohon

s

B bka (Skuasakan
#. Surat Kuasa bermeterai
b. KTP Penér

) FC SPPT PEB-P2 dan Bukti Pembayaran PB8-PZ tahun benjalar

va Kuasa

(B Gambar Desaln Reklame

/ Foto dan rencana lokas reklame tertayang

gRarakan oleh pikak ketiga




8. Surat Perjanjian Koatrak Reklame
b, rincign perhitungan KontrakTeklame

9, Perjanjian sewa/surat ijin dr pemilik iashan dim hal penyelenggaraan reklame dilakukan di lahan bakan milik ‘WP

PENDAFTARAN REKLAME BARU
Reklame kain, stiker, sefebaran, udara, suara, slide, peragaan, apung, graffiti yang bersifat insidental
1 SPOPD
2.  FCKTP Pemohon
3 Jlka dikuasakan :
a. Surat Xuasa bermeterad
b. KTP Penerima Kuasa
4 FC SPPT PBE-P2 dan Bukti Pembayaran PRB-P2 tahun berjatan {tidak beraku untuk pemasangan di sepanjang jatan)
5.  Gambar Desain Rekiame
6, Foto dan rencana lokasi reklame tertayang
7. Fa diselenggarakan ofeh pihak ketigs
a. Surat Perjanjian Kontrak Reklame
b, nnclan perhitungan Xontrak reidame
8. Perjanjian sewa/fsurat ijin dr pemilik lahan dim hal penyelenggaraan roklame dilakukan di lshan bukan
ik WP/ surat ljin dr pengeloda lingkungan/pejabat setempat dim pemasangan reklame di sepanjang /beberapa ruas
jalan
9 FC STNX Kendaraan dalam hal ..nr_un....m_.m<u3m—m...3‘,\..n ara berjalan/kendaraan

PERPANJANGAN REKLAME
Reklame papan/billboard/videotron/megatron/LED/kain dan sejenisnya
1 FC SKPD sebelumnya
2 Rekomendasi izin perpanjangan dari BPTSP/PTSP
3. djin reidame sebelumnya dari BRTSP/PTSP
4 FC KTP Pomohon
5. Bka dikuasakan :
#. Surat Kuasa bermeteral
b. KTP Penerima Kuasa
b FC SPPT PBB-P2 dan Bukti Pembayaran PES-P2 tahun berjatun
7 Gambar Desain Reklame

8 Foto dan rencana loiasi reklame tentayang

lg Jika disedengparakan oleh pahak etiga




a. Surat Perjanjian Kontrak Reklarme
b, rinclan perhitungan Kontrak reklame

10, Perjanjlan sewa/surat ijin dr permilik Jahan dim hal penyelenggaraan reklame dilakukan di lahan bukan millk WP

1

ra

-~ W

w

| N o;

10

PERPANJANGAN REKLAME

Reklame kain, stiker, selebaran, udars, suara, slide, peragaan, apung, graffiti yang bersifat inssdental

FC SKPD sebelumnya

Pengesahan sebelumnya darl BPTSP/PTS8

FC XTP Pemohon

Jika dikuasakan

A, Surat Xuasa bermeterad

b. KTP Penerima Kuasa

FC SPPT PBR-P2 dan Bukti Pembayaran PBR-P2 tahun berjalan (tidak berlaku untuk pemasangan di sepanjang jalan)
Gambar Desain Reklame

Foto dan rencana lokasi redame tertayang

ka diselenggarakan oleh pihak ketga
a. Surat Perjanjian Xontrak Reilame
b. einclan perhitungan Kontrak reklame

Perjanfan sewafsurat ijin dr pemilik lahan dim hal penyelenggaraan resfame dilakukan di lahan bukan

millk WP/surat lin dr pengelola linglungan/pejabat setemput dim pemasangan reklame di sepanjang/beberapa ruas jalan
FC STNK Kendaraan dalamn hal reklame ditayangkan secara berjalan/kendaraan

1

2
<

PENGHAPUSAN REKLAME

Surat permohonan dari Wajib Pajak / cuasanys
Fe KTP Waph Pajak

Nia dikuasakan

2 Surat kuasa bermetera

b, KTP Penerma kuasa

FC ¢

uruh SKPD yang pernah terbit

I:;r..r._:i..l%_:]&.ﬁ,_....21:..un.,:._mrs_




PEMBETULAN REKLAME
1. Swrat permohonan dari Wajib Pajak / kuasanya
2. FCKTP Wajid Pajak
3. Fka dduasakan ;
3. Surat kuasa bermeterai
b, KTP Penerima kuasa
4, FCSXPD yang dimohonkan pembetulan

PEMBATALAN SKPD
1. Sural permohonan dari Waib Pajak / kussanys
4, FCKTP Walib Pajak
3. lika dikuasakan
a. Surat kuasa bermeterai
b. KTP Penerima kussa
4, SKPD asli yarg dirnchonkan pembatalan

RESTITUSI

L. Surst permohanan

2. Fc KTP Pemobon

3. Jika dikuasakan :

a. Sorat Kuasa Bermeterai

b. KTP Penenima Kuasa

Perhitungan pajak menurut WP

Ketetapan pajak yang menjadi dasar permaohonan
Fc bukti pembaysran pajak

Fe bukti dari bank bila pembayaran melalul transfer
FC SPTPD

Buktl pencatatan meteran air {PAT)

10. Fe faktur, STNK dan BPKB (PKB dan BENKB)

11, Fc Kartu Keluargs Waji Pajak [perorangan)

e - o b

O

12 Fc “.:.:_ Pendirian/Perubahan {Badan Us

PEMINDAHBUKUAN

1. Surat permohonan

2. Fc KTP Pemohon

optonal
optional
optonal

optonal




3. Jika dikuasakan :

a, Surat Xuasa Bermeterai

b. KTP Penerima Kuasa

Asli SSPD {lembar ke-1}, atau ash hukti Pbik jika Pbk dilakukan atas Pbk yang pernah ditakuian;
Asll buktl pembayarcan jiks melalui transfer;

Ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan

Fotokopi identitas pihak penerima Pbk, dalam hal Pbk ditujukan kepada Wajib Pajak lain,

Surat permyataan Wajib Pajak bermeteral cukup, yang menyatakan babwa dirinys tidak keberatan jika kelebihan
pembayacan pajak daerah miliknya diPbk untuk Wajib Pajak lain;

Q. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap kefebihan pembayaran pajak belum pernah diajuian
permohonan Phk

R U

10. Dokumen lain yang terkait, (KTP penerima Pbk, akta perusahaan)

PAJAK AIR TANAH

PENGHAPUSAN OBJEK PAJAK
1. Surat permaohonan
2. Fc KTP Pemohon
3. lika dikuasakan
a, Surat Xuasa Bermeteras
b. KTP Penerima Kuasa

4. FCSKPD yang dimohonkan pesnbelifan

1. Surat permohonan darl Waph Pajak / kuasarys
2. Fc KTP Wajib Pajak
L Jikn dikuasakan

a. Surat huasa bermeterai
b. KTP Penerima kuasa

4. SPTPD dan SSPD masa pajak sebelum dihentikan usahanya

5. Rekapitulasi penggunaan bon, struk/dokumen lain yg bechubungan u/ masa pajak sbim dibentikan wsahanya

6. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak memiliki utang pajak

7. Surat pernyataan bermeterai yg menyatakan bersedia dilakukan pemeriksasn dim rangka penighapusan NFWFO

8, Asll NOPD/NPWPOD

9. Keputusan pailit {jika ada) optional
PEMBETULAN




PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKS!

Surat Permohonan terulls darl Waljib Pajak /dkuasakan

Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa

Surat Kuasa bermeterai

Fe Kartu Keluarga Walib Pajak (tertentu untuk PBB dan BPHTE)
. Surat Ketetapan Pajak Daerah atau yang dipersamiakan

Lo 58 B 4N

KEBERATAN

1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak /dikuasakan
2. Fc KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa

3. Fc Kartu Keluarga Wagb Pajak

4. SKPD atau yang dipersamakan

5. Surat pernyataan akan mefunasi yang disetujul oleh We
6, Bukti setocan Pajak Daerah yang telah disetupui

RESTITUSI

1. Surat permohonan

2. Fc XTP Permahon

3. Fka dikuasakan ;

a. Surat Kuasa Bermeteral

b, KT? Penanma Kuasa

4. Perhitungan psjak menurut WP

Ketetapan pajak yang menjadi dasar perrobonan

w
c.nac:_va_..&u.?v,.u:c&ar
7. Tc bukti darl bank bila permbayaran melalu transfer
8. FcSPYTPO

9. Bukti pencatatan meteran alr (PAT)
10, Fc faktur, STNK dan BPXB [PXE dan BENKB)
11, o Xartu Keluargs Wajits Pajak (perorangan)

12. I Akta Penchrian/Perubahan [Badan Usaha

PEMINDAHBUKUAN

1. Surat permohonan

2. FCKTP Pern

1. Jika dikuasakan

At Kuasa Bermetora

optional
optional
optional

optional




b, KTP Penerima Kuasa
Asli SSPD {lembar ke-1), atau asli bukti Pbk jika Pbk dilakukan atas Phk yang pernah dilakukan;

-

w

Asli bukti pembayaran jika melalul transfer
Ketetapan pajak yang menjadi dasar permohonan
Fotokopi identitas pihak penerima Phk, dalam hal Pbk ditujukan kepada Wajib Pajak fain;

o o~

Surat pernyataan Wajib Pajak bermeterai cukup, yang menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika kelebiban
pembayaran pajak daerah miliknya diPbk untuk Waijib Pajak lain;

9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak belum pernah diajukan
permohonan Pbk.

10. Dokumen lain yang terkait, (KTP penerima Pbk, akta perusahaan)

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINS) DKI JAKARTA,

AGUS BAMBANG SETIOWIDODO
NIP.XG5812051981121001




